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Menurut para narasumber, pentingnya masyarakat tau akan 

prosedur yang baik dan benar dalam peralihan kepemilikan tanah 

karena masih banyak masyarakat memilih untuk melibatkan pihak 

ketiga atau makelar. Salah satu faktornya yaitu karena pengurusan yang 

merepotkan, baik itu seperti pengurusan akta, kegiatan jual-beli tanah, 

harus dilaksanakan ke berbagai pihak mulai dari desa, kepada notaris, 

sampai kemudian munculnya sertifikat baru yang tidak sebentar. 

Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan lagi dan merancang 

prosedur yang baik agar masyarakat tidak melibatkan pihak ketiga atau 

makelar agar munculnya peluang potensi pungli (pungutan liar), calo, 

makelar, dll. Menurun 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Persepsi masyarakat lokal di Desa Borobudur, Magelang, Jawa Timur 

tidak sedikit yang masih tidak tahu akan dampak-dampak yang terjadi 

jika tanah mereka beralih. Peralihan hak milik atas tanah yang terjadi 

disekitar wilayah Borobudur mengalami penaikan setiap tahunnya, 

karena Candi Borobudur yang menjadi salah satu tempat wisata dan 

tempat ibadah terbesar bagi masyarakat umat Buddha. Peralihan hak 



 

 

 49 

 

 

milik atas tanah melalui perjanjian jual-beli menjadi lebih sering dipilih 

oleh masyarakat Desa Borobudur. Tanah yang dimiliki masyarakat lokal 

disana sebagian besar merupakan tanah pusaka keluarga, turun-temurun 

dari keluarga. Kegiatan Pendaftaran tanah juga merupakan salah satu hal 

penting yang masih harus masyarakat ingat bahwa, Pendaftaran tanah 

penting dilakukan dengan tujuan untuk terjaminnya kepastian hukum 

serta kepastian hak atas tanah mereka. Penting untuk pemegang hak atas 

tanah sebagai bukti atas berhaknya mereka atas tanah mereka, yaitu 

dengan melalui Sertifikat Hak Atas Tanah Peralihan Hak atas Tanah di 

Indonesia didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10 Tahun 1961) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP 

No. 24 Tahun 1997. 

2. Dengan adanya peralihan hak milik atas tanah yang massif oleh 

masyarakat sekitar wilayah Borobudur dengan pihak luar menurut 

masyarakat belum adanya memberikan dampak terhadap budaya 

masyarakat sekitar lokal. Dengan adanya peralihan hak milik atas tanah 

antara pihak masyarakat lokal dengan pihak luar tidak mengakibatkan 

budaya dari luar ikut masuk kedalam masyarat lokal itu sendiri. Sampai 

saat ini memang belum menimbulkan dampak yang berpengaruh karena 

kebudayaan dimasyarakat sendiri masih dipertahankan dan dilakukan 

sampai saat ini.  
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B. Saran 

Minimnya informasi penyuluhan hukum mengenai peralihan hak milik 

atas tanah terhadap masyarakat lokal Borobudur mengakibatkan masifnya 

peralihan hak milik atas tanah yang merugikan masyarakat sekitar. Untuk 

itu akan lebih baik jika dengan dibangunnya sistem informasi proses 

peralihan hak milik atas tanah, dimana menyajikan informasi tentang proses 

peralihan hak milik atas tanah. Perlu adanya penyuluhan hukum mengenai 

peralihan hak milik atas tanah dan kesadaran akan masyarakat lokal bahwa 

pentingnya untuk menjaga eksistensi dari budaya dan pelestarian tanah 

nenek moyang mereka sehingga budaya dan pelestarian tersebut tetap eksis. 

Serta munculnya peluang potensi pungli (pungutan liar), calo, makelar, dll 

akan berkurang jika masyarakat tahu akan prosedur yang benar dalam 

perjanjian peralihan kepemilikan tanah 
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